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ABSTRAKSI
Penelitian ini  bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip Good Governance sekaligus
mengetahui pendukung dan hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip Good Governance di Sekretariat
DPRD Kaota Bekasi. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini
untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
berdasarkan prinsip utama oleh Sedarmayanti (2009) yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan
Supremasi/Penegakan Hukum, pada Sekretariat DPRD kota Bekasi beserta faktor-faktor pendukung dan
penghambat implementasinya.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip Akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi dirasa cukup memuaskan, bisa dilihat dari hasil penilaian dari lembaga yang berkompeten,
begitu pula dengan pola karir pejabat. Prinsip Transparansi pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi terkait
tranparansi terhadap pengawasan, akses informasi publik dan pengawasan oleh lembaga DPRD sudah
dijalankan dengan baik. Ini dikarenakan sudah diterapkannya e-government yang menjadi tolok ukur
transparansi pemerintahan untuk masyarakat. Penerapan partisipasi perencanaan, implementasi dan evaluasi
kebijakan masih belum optimal, hal ini karena terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang
memang terbatas. Prinsip Supremasi/Penegakan Hukum yang berarti semua aktivitas harus berlandaskan
hukum, hukum yang responsif maupun konsistensi dan non diskriminatif secara umum sudah dilaksanakan
dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan terutama terkait pemahaman akan aturan
dan tingkat disiplin pegawai dapat ditingkatkan kembali berupa pendekatan yang lebih humanis dalam
pengawasan internal dan melekat kepada setiap pegawai, selain itu juga tidak ditemukannya pelanggaran
hukum yang bersifat berat pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

ABSTRACT

This study aims to explain the application of the principles of Good Governance at once know the supporters
and obstacles in the application of the principles of Good Governance in the Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Data was collected using interviews, observation and documentation.

This research uses descriptive analysis method. Descriptive method is used in this study to explain the
implementation of the principles of good governance (Good Governance) based on the main principles by
Sedarmayanti (2009) namely Accountability, Transparency, Participation and Supremacy/Law Enforcement,
at the Sekretariat DPRD Kota Bekasi along with the factors supporters and obstacles to its implementation.
The results of the study revealed that the principles of performance and financial accountability at the
Sekretariat DPRD Kota Bekasi were considered quite satisfactory, as can be seen from the results of
assessments from competent institutions, as well as the career patterns of officials. The principle of
transparency at the Sekretariat DPRD Kota Bekasi related to transparency regarding supervision, access to
public information and oversight by DPRD institutions has been carried out properly. This is because e-
government has been implemented which is a benchmark for government transparency for the community.
The application of participation in planning, implementing and evaluating policies is still not optimal, this is
because it is related to the main tasks and functions of the Sekretariat DPRD which are indeed limited. The
principle of Supremacy/Law Enforcement means that all activities must be based on law, responsive and
consistent and non-discriminatory laws have generally been well implemented, however there are a number
of things that can be improved, especially related to understanding of the rules and the level of employee
discipline which can be improved again in the form of an approach which is more humane in internal control
and attached to every employee, besides that, no serious legal violations were found at the Sekretariat DPRD
Kota Bekasi



PENDAHULUAN

Ketidakpercayaan publik
terhadap pemerintah tumbuh sebagai
akibat  dari  keterbatasan  dan
kekurangan pemerintah serta
perubahan lingkungan global sebagai
gejala tidak optimalnya pemerintah
dalam pengelolaan pembangunan di
sektor.

berbagai Penyalahgunaan

wewenang  aparatur  pemerintah,
sentralisasi, top-down, self-oriented,
monopolistik, tidak efektif, represif,
tidak peka terhadap aspirasi rakyat,
maraknya  korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) menjadi faktor lain
penyebab gagalnya pemerintahan.
Peran Pemerintah dapat dilihat
dari laporan Institute for Management
(IMD) World

Competitive ~ Year Book  yang

Development

menyebutkan bahwa pada tahun
2022, Indonesia memiliki Daya Saing
pada posisi ke-44,

Adapun peringkat indeks daya
saing tersebut diukur dari beberapa
indikator, yaitu performa ekonomi,

efisiensi  pemerintahan, efisiensi
bisnis, dan infrastruktur. Dalam
indikator  efisiensi  pemerintahan,

urutan Indonesia menurun ke posisi
35 pada tahun 2022 dari peringkat ke-

26 pada tahun 2021. Dari hasil di atas
dapat disimpulkan cukup mendesak
untuk dilaksanakannya deregulasi dan
debirokratisasi untuk memfasilitasi
tumbuh dan berkembangnya peran-
peran yang optimal dari berbagai
pelaku pembangunan. Gambaran ini
berkembang dari pola interaksi antara
pemerintah dengan swasta dan
masyarakat. (Lia Muliawaty, 2020)

Salah satu tuntutan Reformasi
Birokrasi  di  Indonesia  adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, transparan, akuntabel, efektif
dan efisien yang disebut juga dengan
istiah Good Governance.

Selanjutnya Mukhlish (2013)
menjelaskan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, korupsi terjadi salah
satunya dikarenakan instansi
pemerintah belum optimal dalam
menerapkan Good Governance.

Good Governance pada
dasarnya adalah suatu konsep yang
mengacu kepada proses pencapaian
keputusan dan pelaksanaannya yang
dapat dipertanggungjawabkan secara
bersama. Sebagai suatu konsensus
yang dicapai oleh pemerintah, warga
Negara dan sektor swasta bagi

penyelenggaraan pemerintahan dalam



suatu Negara. Dengan demikian maka
peran pemerintah, masyarakat
maupun swasta adalah hal yang tidak

dilepaskan dalam penerapan good

governance.
Desentralisasi berpotensi
menciptakan transparansi dan

akuntabilitas dan bisa menjadi modal
untuk  menumbuhkan  demokrasi
lokal. Akan tetapi, kenyataannya
kebijakan desentralisasi di dalamnya
tidak otomatis mengandung prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah daerah merupakan

daerah otonomi yang berhubungan

langsung dengan masyarakat,
sehingga diharapkan  pemerintah
daerah ini lebih mengerti dan

memahami aspirasi—aspirasi yang ada
dalam  masyarakat.  Pelaksanaan
otonomi daerah selain berdasarkan
pada aturan hukum, juga sebagai
penerapan tuntutan globalisasi yang
wajib diberdayakan dengan cara
memberikan  daerah  kewenangan
yang lebih luas, lebih nyata &
bertanggung jawab. Otonomi daerah
merupakan  wujud nyata untuk
mendukung terselenggaranya good
governance. Good governance itu
adalah  suatu

sendiri konsep

pendekatan yang berorientasi pada

pembangunan sektor publik
(Mardiasmo, 2002).

Sekretariat DPRD adalah salah
satu Perangkat Daerah Kota Bekasi
yang fungsi  utamanya  untuk
mendukung pelaksanaan fungsi dan
tugas pokok DPRD Kota Bekasi
dalam rangka meningkatkan kualitas,

produktivitas, dan Kkinerja lembaga

perwakilan rakyat Daerah Kota
Bekasi, dengan  memperhatikan
pedoman  penyusunan  organisasi

Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya fungsi
yang ada pada DPRD Kota Bekasi,
maka sudah sepatutnya
penyelenggaraan pemerintahan pada
DPRD Kota Bekasi

prinsip-prinsip  Tata

Sekretariat
menerapkan
Kelola Pemerintahan yang Baik atau
yang lebih dikenal dengan Good
Governance. Hal ini karena fasilitasi
fungsi-fungsi pada DPRD Kota
Bekasi secara langsung mempunyai
dampak yang besar terhadap jalannya
roda pemerintahan. Apabila Fasilitasi
dari  Fungsi-fungsi DPRD oleh
Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak
berjalan dengan baik, maka akan

berdampak  terganggunya roda



pemerintahan daerah secara
keseluruhan yang tentunya
berdampak langsung terhadap

pelayanan publik untuk masyarakat
Kota Bekasi.

Masalah good governance pada
Sekretariat DPRD Kota Bekasi masih
jadi persoalan yang perlu memperoleh
perhatian dan penyelesaian yang
komprehensif. Hal ini bisa dilihat dari
uraian di atas

dengan adanya

penilaian dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi  (KemenPAN

Akuntabilitas

Reformasi
RB) atas

Pemerintah Kota Bekasi dan penilaian

Kinerja

dari Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Bekasi yang keduanya menunujukkan
hasil yang kurang memuaskan
Berdasarkan uraian di atas,
peneliti tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai Implementasi Good
Governance pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi.
KAJIAN PUSTAKA
Good Governance
Menurut Djohan (2007:131)
istilah good governance berasal dari
induk bahasa Eropa Latin, vyaitu

Gubernare yang diserap oleh bahasa

Inggris menjadi Govern, yang berarti
steer  (menyetir, mengendalikan),
direct (mengarahkan), atau rule
(memerintah). Penggunaan utama
istilan ini dalam bahasa Inggris
adalah to rule with authority, atau
memerintah dengan kewenangan.
Menurut Serdamayanti (2003:7)
good governance sendiri dapat diberi
arti:
“suatu proses yang mengorientasikan
pemerintahan pada distribusi
kekuatan dan kewenangan yang

merata  dalam  seluruh  elemen
masyarakat untuk dapat
mempengaruhi keputusan dan
kebijakan yang berkaitan dengan
kehidupan publik beserta seluruh
upaya pembangunan politik,
ekonomi, sosial dan budaya mereka

dalam sistem pemerintahan.”

Lembaga Administrasi Negara
(LAN)
Governance sebagai penyelenggaraan

mendefiniskan Good

pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efesiensi
dan  efektif

kesinergisan

dengan  menjaga
interaksi yang
konstruktif di antara domain-domain

negara, sektor swasta dan masyarakat.



Prinsip-prinsip Good Governance
Prinsip utama unsur good
governance menurut Sedarmayanti
(2009:289) yakni :
1. Akuntabilitas , terdiri dari :
Pertama, pertanggunggugatan
politik, yakni adanya mekanisme
penggantian pejabat atau penguasa
secara berkala, tidak ada usaha
membangun monoloyalitas secara
sistematis.
Kedua,

publik, yakni adanya pembatasan

pertanggunggugatan

dan pertanggungjawaban tugas
yang jelas.
2. Transparansi (keterbukaan)
dapat dilihat 3 aspek : 1. Adanya
kebijakan terbuka terhadap
pengawasaan 2. Adanya akses
informasi  sehingga masyarakat
dapat menjangkau setiap segi
kebijakan pemerintah, 3.
Berlakunya prinsip check and
balance antara lembaga eksekutif
dan legislatif.
3. Partisipasi (melibatkan
masyarakat terutama aspirasinya)
dalam pengambilan kebijakan atau
formulasi rencana yang dibuat
pemerintah, juga dilihat pada

keterlibatan masyarakat dalam

implementasi berbagai kebijakan
dan rencana pemerintah termasuk
pengawasan dan evaluasi.
Keterlibatan ~ dimaksud  bukan
dalam prinsip terwakilinya aspirasi

masyarakat melalui wakil di DPR

melainkan  keterlibatan  secara
langsung.

4. Supremasi hukum aparat
birokrasi,

Persyaratan konsep supremasi hukum
adalah:

a. Supremasi hukum: Setiap tindakan
negara harus dilandasi hukum dan
bukan didasarkan pada tindakan
sepihak dengan kekuasaan yang
dimiliki

b. Kepastian hukum: Di samping erat
kaitannya dengan rule of law juga
mensyaratkan adanya  jaminan

Bahwa masalah diatur secara jelas,

tegas dan tidak duplikatif, serta

bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.

c. Hukum vyang responsif: Hukum
harus mampu menyerap aspirasi
masyarakat luas dan mampu

mengakomodasi kebutuhan

masyarakat dan bukan dibuat

untuk kepentingan segelintir elit.



d. Penegakan hukum yang konsisten
dan nondiskriminatif: Upaya yang
mensyaratkan adanya sanksi, serta
sumber daya manusia atau penegak
hukum yang memiliki integritas

Dengan terpenuhinya prinsip
good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan
negara dan pembangunan nasional

Indonesia, diharapkan upaya penataan

kehidupan sosial, ekonomi dan politik

akan terwujud mantap sejalan
perkembangan peradaban masyarakat
madani. Masyarakat madani adalah
tatanan masyarakat yang memiliki
nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan,
hak asasi manusia dan martabat
demokrasi,

manusia, kebangsaan,

kemajemukan, kebersamaan,
persatuan dan kesatuan, kesejahteraan
bersama, keadilan, supremasi hukum,
keterbukaan, partisipasi, kemitraan,
rasionalitas etis, perbedaan pendapat
dan pertanggungjawaban
(akuntabilitas) yang seluruhnya harus
melekat pada setiap individu dan
institusi  yang memiliki komitmen
mewujudkannya.

Mengingat pentingnya tugas
dan fungsi DPRD, maka sudah

sepatutnya penyelenggaraan

pemerintahan pada Sekretariat DPRD
menerapkan  prinsip-prinsip  Good
Governance. Hal ini karena fasilitasi
pada DPRD

dampak yang besar

tugas dan fungsi
mempunyai
terhadap roda pemerintahan daerah.
Apabila tugas dan fungsi dari
Sekretariat DPRD tidak berjalan
dengan baik, maka akan berdampak
terganggunya pemerintahan daerah
secara keseluruhan yang tentunya
berdampak

langsung terhadap

pelayanan publik untuk masyarakat.

Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan
metode analisis deskriptif. Metode
deskriptif digunakan dalam penelitian
ini untuk menjelaskan implementasi
prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan  yang baik pada
Sekretariat DPRD kota Bekasi.
Penelitian deskriptif dengan
kualitatif

pendekatan bertujuan

menggambarkan secara sistematis dan

analitik tentang sifat-sifat suatu
individu, gejala, keadaan atau
kelompok tertentu atau  untuk

menentukan penyebaran suatu gejala
adanya hubungan tertentu antara

suatu gejala dan gejala lainnya dalam



masyarakat. Data penelitian yang
dikumpulkan dijadikan dasar untuk
menggali karekteristik Good
Governance pada Sekretariat DPRD

Kota Bekasi.

PEMBAHASAN
Penerapan  Akuntabilitas pada
Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Khusus dalam birokrasi,
akuntabilitas  merupakan  upaya
menciptakan sistem pemantauan dan
mengontrol Kinerja kualitas,
inefisiensi dan perusakan sumber
daya serta transparansi manajemen
keuangan, pengadaan, akunting dan
dari pengumpulan sumber daya
Dokumen  berupa
LKIP Tahun 2021 pada Sekretariat

DPRD Kota Bekasi yang menunjukan

penilaian

sudah tercapai sekitar 89% dari target
merupakan  hasil yang  cukup
memuaskan di  tengah  adanya
berbagai hambatan. Penilaian ini
diberikan oleh KemenPAN RB yang
memberikan 5 komponen penilian, di
Perencanaan

antaranya Kinerja,

Pengukuran  Kinerja,  Pelaporan

Kinerja, Evaluasi Internal dan

Capaian Kinerja.

Selain itu dilihat dalam
implementasi good governance dalam
akuntabilitas yaitu

akuntabilitas Sekretariat DPRD sudah

laporan

disampaikan kepada stakeholder dan
dievaluasi olen lembaga yang
berwenang. Sekretariat DPRD Kota
Bekasi sudah melaksanakan proses
evaluasi akuntabilitas Kkinerja dan
pelaporan  sesuai  prinsip  good
governance.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi
sebagai salah satu perangkat daerah
berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran daerah yang
diamanatkan  kepadanya.

bentuk

Sebagai
salah  satu akuntabilitas
keuangan yang bersumber dari dana
masyarakat berupa APBD, maka
DPRD

Sekretariat diwajibkan

menyusun bentuk
pertanggungjawaban berupa Laporan
Realisasi

Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan  Perubahan
Ekuitas dan Neraca disertai Catatan
atas Laporan Keuangan dengan
informasi yang disajikan didalamnya
telah  disusun  sesuai  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.



Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi sudah berjalan cukup
baik, hal ini bisa dilihat dari tidak
ditemukannya penyimpangan Yyang
besar dari sisi temuan Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan maupun
Bekasi.

Pengelolaan sudah dilakukan secara

dari  Inspektorat  Kota

Informasi
(SIPD) di

bawah naungan Kemendagri untuk

digital melalui  Sistem

Pemerintahan Daerah

perencanaan anggaran, sedangkan
untuk pengelolaan anggaran berupa
keuangan dan aset sudah melalui
aplikasi SIMDA dan SIMBADA di
bawah bimbingan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penggunaan sistem digital berupa
aplikasi tersebut ternyata mampu
meminimalisir bentuk-bentuk
penyimpangan dari SOP yang telah
disusun. Akan tetapi masih adanya
celah dalam  kebijakan-kebijakan
pengelolaan keuangan terutama yang
terkait dengan masih kurang tepatnya
waktu penyelesaian
pertanggungjawaban diharapkan
dapat segera dirumuskan antisipasi

pencegahannya.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi

sebagai perangkat daerah yang
menjadi bagian dari Pemerintah Kota
Bekasi mempunyai mekanisme yang
sudah  diatur masalah
PNS. Untuk Pejabat

Struktural, kewenangan melakukan

mengenai

manajemen

rotasi ada pada Kepala Daerah yang
dibantu oleh Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat). Sedangkan untuk rotasi
pelaksana  menjadi  kewenangan
dilimpahkan pada Kepala Perangkat
Daerah atau Sekretaris DPRD. Dalam
sistem rotasi PNS pada Sekretariat
DPRD banyak faktor yang harus
diperhatikan yang sesuai dengan
peraturan
Sekretariat DPRD Kota Bekasi terkait

rotasi pegawai yaitu masih

perundang-undangan.

terbatasnya tenaga PNS  untuk

beberapa  jabatan  yang  ada,
Sedangkan untuk Rotasi Pejabat
Struktural dirasa sudah cukup baik
dari sisi rotasi yang cukup regular
sehingga tidak adanya monoloyalitas
dan tour of duty atau tour of area
pada lingkup Pemerintah Kota Bekasi
khususnya pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi, hal ini bisa dilihat dari
terkait

masih ~ wajarnya  waktu



pergantian pejabat struktural pada
DPRD. Untuk

Governance

Sekretariat
membangun  Good
sekiranya Sekretariat DPRD Kota
Bekasi sepatutnya menerapkan proses
manajemen PNS vyang profesional
agar mendapatkan pegawai Yyang
berintegritas.

Pada Sekretariat DPRD Kota
Bekasi dapat disimpulkan bahwa
masih adanya kendala terutama dalam
masalah rotasi dan penilaian Kinerja
individu bagi para pegawai Yyang
masih mengusung konsep single
evaluation dimana penilaian atas
kinerja individu yang seharusnya
menjadi dasar dalam penentuan rotasi
dan  promosi  pegawai  hanya
berdasarkan penilaian satu sudut
pandang yaitu atasan dari pegawai
selaku pejabat penilai.

Penerapan

Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Menurut Sedarmayanti, prinsip

Transparansi pada

utama dalam Good Governance yaitu
Transparansi
dilihat dalam 3 (Tiga) aspek : 1.

(keterbukaan)  dapat

Adanya kebijakan terbuka terhadap
pengawasaan 2. Adanya akses
informasi sehingga masyarakat dapat

menjangkau setiap segi kebijakan

pemerintah, 3. Berlakunya prinsip
check and balance antara lembaga
eksekutif dan legislatif.
Keterbukaan bagi perangkat
daerah sangat penting agar para pihak
auditor dapat menjaga keselarasan
dan kepatuhan jalannya pemerintahan
terhadap peraturan yang ada. Dalam
hal ini masyarakat bisa dikatakan
terwakilkan oleh lembaga audit yang
kredibel dan

metode yang dilakukan.

sangat memahami

Transparansi  ditandai  oleh
apakah kebijakan, regulasi, program,
anggaran dan kegiatan pemerintah
terbuka pada publik, seberapa besar
upaya yang dilakukan untuk membuat
publik

diputuskan  dan

memahami  apa  yang
dilakukan oleh
pemerintah. Pengertian ini
mengandung maksud bahwa dalam
penyediaan informasi tentang
penyelenggaraan.

Dasar hukum transparansi pada
lembaga pemerintahan adalah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang pada intinya memberikan
kewajiban kepada setiap Badan
Publik untuk membuka akses bagi

setiap pemohon informasi publik



untuk mendapatkan informasi publik,
kecuali beberapa informasi tertentu.
Kemudahan akses informasi
publik pada Sekretariat DPRD Kota
Bekasi cenderung sudah dilakukan
dengan baik, hal ini bisa dilihat dari
kanal website, kanal media sosial,
papan informasi dan kanal lainnya
terlinat update dan dikelola cukup
baik. Selain itu dengan dibentuknya
PPID pada setiap perangkat daerah
juga memperlihatkan adanya bahwa
sistem keterbukaan informasi
mendapat perhatian khusus. Ada
sedikit kendala yang dihadapi terkait
dengan permintaan informasi dari
unsur masyarakat yang terkadang
meminta informasi yang tergolong
rahasia negara. Memang keterbukaan
informasi  tidak artinya semua
informasi  ditampilkan keseluruhan
dan apa adanya, hal ini juga sudah
diantisipasi oleh UU Keterbukaan
Publik.

memerlukan

Informasi Tentunya hal

tersebut penanganan
khusus dan kompetensi yang baik dari
PPID dan kepala perangkat daerah.
Sekretariat DPRD merupakan
perangkat daerah yang unik karena
melakat kepada DPRD sehingga

pengawasan dari DPRD terjadi secara

realtime dan alamiah tidak seperti

mekanisme  seperti  pengawasan
kepada perangkat daerah lainnya.
Dari hasil pengamatan peneliti juga
ditemukan bahwa
Sekretariat DPRD bersumber dari
DPRD  begitupun

kerjanya

rencana kerja

rencana Kkerja
dengan hasil sehingga
pengawasan oleh DPRD kepada
Kepala Daerah atau perangkat daerah
dalam hal ini Sekretariat DPRD
menjadi sangat efisien dan bersifat
langsung. Sedangkan fungsi kontrol
Kepala Daerah kepada DPRD melalui
Sekretariat DPRD juga berdampak
besar terhadap program Kkerja yang
DPRD

melalui beberapa beberapa bentuk

akan dilaksanakan oleh

peraturan-peraturan Kepala Daerah.
Sebagai unsur pelaksana dari dua
fungsi pemerintahan daerah, check
and balance pada Sekretariat DPRD
sudah dianggap cukup baik.

Penerapan
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Penerapan

Partisipasi pada

prinsip  partisipasi
dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah pada Sekretariat DPRD Kota
Bekasi bisa dilihat dari peranan

masyarakat yang ikut serta dalam



proses  penyelenggaraan  proses

perancanaan kebijakan dan proses

implemementasi serta  evaluasi
kebijakan.
1) Partisipasi Perencanaan

Kebijakan

Dalam pemerintahan daerah,
salah satu perencanaan kebijakan
daerah Kota Bekasi dimulai dari
disusunnya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi

yang  bersumber dari  aspirasi
masyarakat yang salah satunya
berasal dari Musyawarah

Perencanaan Pembangunan. Selain
melalui Musrenbang yang merupakan
representasi dari Pemerintah
Daerah/Walikota
masyarakat juga berasal dari Pokok-
pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi

yang bersumber dari Hasil Reses

Bekasi, aspirasi

Aspirasi Masyarakat oleh Anggota
DPRD yang menyerap aspirasi dari
konstituen  daerah  pemilihannya.
Kedua saluran aspirasi masyarakat
sama-sama mengusung kepentingan
masyarakat Kota Bekasi yang bersifat
saling melengkapi satu sama lain.
Sekretariat DPRD Kota Bekasi
masih merasa belum optimal dalam

proses perencanaan kebijakan yang

melibatkan partisipasi masyarakat.
Meskipun DPRD Kota Bekasi adalah
representasi perwakilan masyarakat
melalui partai politik, akan tetapi
sesuai  dengan  prinsip  utama
partisipasi pada good governance
seperti  yang dikemukakan oleh
Sedamayanti yaitu Partisipasi yang
melibatkan

berarti masyarakat

terutama aspirasinya. Keterlibatan
dimaksud bukan dalam prinsip

terwakilinya aspirasi  masyarakat
melalui wakil di lembaga perwakilan
(DPRD)

secara langsung. Partisipasi dalam arti

melainkan  keterlibatan
mendorong semua warga negara
menggunakan haknya menyampaikan
secara langsung atau tidak, usulan dan
pendapat dalam proses pengambilan
keputusan. Partisipasi masyarakat
dalam implementasi dan evaluasi
kebijakan pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi dianggap sudah cukup
baik, berbagai metode penyampaian
partisipasi masyarakat dalam
implementasi dan evaluasi kebijakan
sudah diterapkan. Akan tetapi
Sekretariat DPRD Kota Bekasi bisa
lebih  banyak membuka ruang
partispasi masyarakat dengan cara
bertemu

langsung, seperti



mengadakan acara coffee morning,
talkshow ataupun cara lainnya. Hal
ini cukup penting terutama untuk
lebih menghargai masyarakat sebagai
pemilik mandat atas pemerintahan.
Selain itu cara partispatif seperti ini
juga untuk mengurangi keterbatasan
penggunaan teknologi yang ada,
terutama bagi masyarakat yang tidak
tersentuh akses teknologi seperti
masyarakat miskin dan masyarakat

berusia lanjut.

Supremasi/Penegakan Hukum
pada Sekretariat DPRD Kota
Bekasi

Menurut Sedarmayanti

(2009:289) salah satu prinsip utama
good governance Vaitu adanya

Supremasi  Hukum oleh aparat
birokrasi, hal ini berarti harus ada
kejelasan yang diberikan oleh
birokrasi terhadap keberlangsungan
usaha sektor swasta dan kehidupan di
masyarakat.

Dalam  setiap  pelanggaran
hukum yang ada, Sekretariat DPRD
Kota Bekasi senantiasa menjunjung
tinggi supremasi atau penegakan
hukum utama.

sebagai  tonggak

Dalam setiap pelanggaran oleh

pegawai, selain menjunjung hukum
pidana ataupun perdata, Sekretariat
DPRD Kota Bekasi juga mengacu
pada Undang-undang tentang
Aparatur Sipil Negara yang memuat
Norma, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) bagi setiap ASN.

Selain itu, hasil pemeriksaan

Standar,

dari pihak auditor seperti BPK dan
Inspektorat wajib ditindaklanjuti oleh
Lembaga, karena  jika  tidak
ditindaklanjuti  akan  mengalami
konsekuensi yang berakibat akan
menjadi  masalah  hukum  bagi
lembaga.

Tidak hanya respon terhadap
masyarakat akan tetapi  respon
terhadap  pihak  lainnya  yang
kemungkinan  dapat  berdampak
hukum harus segera ditindaklanjuti.
Akan tetapi ada masukan terkait
dengan Manajemen Resiko yang ada
agar dapat dipedomani dalam
menjalankan setiap kebijakan.
Dengan manajemen resiko yang baik
diharapkan Sekretariat DPRD Kota
Bekasi memiliki sistem kerja yang
mampu merespon dan mendeteksi
setiap dinamika jalannya

pemerintahan.



Peneliti melihat bahwa pada
Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah
menjalankan indikator konsistensi
dan non diskriminatif. Hal ini bisa
dilihat berupa penjatuhan hukuman
disiplin teguran dan pemberhentian
kepada sekitar 8 (delapan) orang
pegawai. Selain itu Sekretariat DPRD
Kota Bekasi juga  senantiasa
permintaan  pendampingan  dari
berbagai pengawas pemerintahan dan
aparat penegak hukum. Selain itu
bahwa meskipun sudah mendapat
predikat yang cukup baik dari auditor
akan tetapi masih adanya temuan baik
secara administratif maupun kerugian
negara menunjukan perlu adanya
pengawasan yang melekat dari mulai
tingkat bawah sampai dengan tingkat
pimpinan untuk menjalankan
berbagai  kebijakan yang telah
ditetapkan.
Faktor-faktor = Pendukung dan
Penghambat Implementasi Good
Governance  pada  Sekretariat
DPRD Kota Bekasi
A Faktor

Implementasi Good Governance

Penghambat

Dalam akuntabilitas khususnya

kinerja, diketahui bahwa Sekretariat

DPRD Kota Bekasi sesuai dengan
tupoksinya sangat bergantung kepada
hasil dari kinerja DPRD Kota Bekasi
itu sendiri, hal ini karena Rencana
Kerja Sekretariat DPRD merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja DPRD
Kota Bekasi, sehingga tingkat
akuntabilitas merupakan hal yang
tidak  bisa  dikendalikan  oleh
Sekretariat DPRD.

Sedang untuk sistem rotasi
pegawai masih  kurangnya asas
keadilan dalam penilaian evaluasi
kinerja sebagai pedoman dalam
manajemen pegawai menjadi sesuatu
yang menghambat rasa kompetitif
dari  setiap

pegawai, akibatnya

pegawai merasa enggan untuk
melakukan pengembangan diri.

Masih  minimnya partisipasi
masyarakat dalam saluran
perencanaan kebijakan dikarenakan
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
DPRD yang tidak bersinggungan
langsung dengan masyarakat menjadi
faktor ~ penghambat  terwujudnya
prinsip  partisipasi  dalam  good
governance pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi.

Dalam prinsip transparansi,

kurangnya  sosialisasi terhadap



Keterbukaan Informasi Publik bagi
para pegawai khususnya tim PPID
dapat menjadi celah ketidakpercayaan
masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan. Oleh sebab itu kiranya
pemahaman Keterbukaan Informasi
Publik dapat dilakukan secara baik.
Pemahaman akan Manajemen
Resiko yang masih belum optimal
menjadi  sesuatu  yang  sangat
menghambat dalam pelaksanaan good
governance, hal ini dikarenakan
DPRD Kota

sesungguhnya memiliki peran besar

Sekretariat Bekasi
dalam fungsi pemerintahan daerah
adalah
harmonisasi peran Pemerintah Daerah
dengan DPRD.

yang fungsi  utamanya

Dalam hal pemahaman akan
peraturan perundang-undangan harus
ditingkatkan, selain itu  tingkat
kedisiplinan pegawai juga masih
harus ditingkatkan agar tidak ada
pegawai yang mendapatkan hukuman
disiplin sampai dengan pemecatan.

B. Faktor Pendukung Implementasi
Good Governance

Dalam hal transparansi, Fungsi
DPRD
Pemerintah Daerah, tak terkecuali

DPRD Kota

Pengawasan kepada

kepada Sekretariat

Bekasi menjadi satu bagian yang
cukup unik. Sebagai perangkat daerah
yang memfasilitasi kegiatan DPRD,
Sekretariat DPRD senantiasa selalu
dalam pengawasan langsung DPRD,
sehingga penyimpangan-
penyimpangan penyelenggaraan
pemerintah daerah senantiasa dapat
diminimalisir.

Faktor penggunaan teknologi
informasi juga sangat efektif dalam
mewujudkan transparansi pemerintah
daerah dengan segala aplikasinya,
sehingga masyarakat dapat dengan
mudah dan realtime melihat jalannya

pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil
penelitian yang dilakukan dengan
pendekatan analisis kualitatif, peneliti
dapat menyimpulkan hal-hal sebagai
berikut :

. Akuntabilitas kinerja dan keuangan

pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
dirasa cukup memuaskan, bisa dilihat
dari hasil penilaian dari lembaga yang
berkompeten, begitu pula dengan pola
karir pejabat. Akan tetapi ada hal
yang dapat ditingkatkan terkait model

evaluasi kinerja  yang lebih



berkeadilan dan penerapan assessmen
yang komprehensif sampai dengan
tingkatan pimpinan terendah.

. Transparansi pada Sekretariat DPRD
Kota Bekasi terkait tranparansi
terhadap pengawasan, akses informasi
publik dan pengawasan oleh lembaga
DPRD sudah dijalankan dengan baik.
Ini dikarenakan sudah diterapkannya
e-government yang menjadi tolok
ukur transparansi pemerintahan untuk
masyarakat

. Penerapan partisipasi perencanaan,
implementasi dan evaluasi kebijakan
masih belum optimal, hal ini karena
terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD yang memang
terbatas. Namun hal ini masih bisa
dioptimalkan ~ dengan beberapa
terobosan.

. Supremasi/Penegakan Hukum yang
berarti  semua  aktivitas  harus
berlandaskan hukum, hukum yang
responsif maupun konsistensi dan non
diskriminatif secara umum sudah
dilaksanakan dengan baik, akan tetapi
ada beberapa hal

ditingkatkan

yang dapat
terutama terkait
pemahaman akan aturan dan tingkat
disiplin pegawai dapat ditingkatkan

kembali berupa pendekatan yang

lebih  humanis dalam pengawasan
internal dan melekat kepada setiap
pegawai, selain itu juga tidak
ditemukannya pelanggaran hukum
yang bersifat berat pada Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.
Saran

Peneliti dapat memberiksan saran
sebagai berikut :
Perbaikan sistem penilaian Kkinerja
pegawai  yang dapat  banyak

memberikan rasa keadilan bagi para

pegawai dan dapat memotivasi
pegawai.

Mempercepat  keselarasan  antara
kegiatan dengan  tupoksi hasil
penyederhanaan  birokrasi  untuk

pemerintahan yang lebih efektif dan
efisien.

Pemerintah memperluas partisipasi
masyarakat  dalam  perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
pemerintahan, agar Sekretariat DPRD
menjadi lembaga yang kredibel.
Memperbesar ruang partispasi
masyarakat dengan cara bertemu
langsung, seperti mengadakan acara
coffee morning, talkshow ataupun
cara lainnya. Hal ini cukup penting
terutama untuk lebih menghargai

masyarakat sebagai pemilik mandat



atas pemerintahan. Selain itu cara
partispatif seperti ini juga untuk
mengurangi keterbatasan penggunaan
teknologi yang ada, terutama bagi
masyarakat yang tidak tersentuh akses
teknologi seperti masyarakat miskin
dan masyarakat berusia lanjut
Memperbanyak sistem pemerintahan
berbasis elektronik (E Government)
yang  terbukti  efektif  untuk
meminimalisir penyimpangan
sekaligus meningkatkan transparansi.
Meningkatkan pengawasan melekat
dan Sistem Pengawasan Internal pada
setiap pegawai, hal ini dapat
meminimalisir terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh
pegawai.
Mempetakan  setiap ~ manajemen
resiko dengan baik agar Sekretariat
DPRD Kota Bekasi memiliki sistem
kerja yang mampu merespon dan
mendeteksi setiap dinamika gangguan
jalannya pemerintahan

Pembuatan sistem manajemen agenda
untuk Anggota DPRD agar semua
Rencana Kerja dapat berjalan dan
sesuai dengan jadwal yang sudah

ditentukan.
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